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KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 60 TAHUN 2010
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daecrah-Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat {Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 34) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tabhun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 1983
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Pajak Buki dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Lad

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negpara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluais dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambaban Lembaran Nesara
Republik Indonesia Womor 4287);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nepara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ([.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4400):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44217;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenlang Pinjaman Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20035 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4373);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indongsia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Femerintah Nomor 65 Tahun 20035 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593 )

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
[nstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972):
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa [nstansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
scbagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomeor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Tasa;

-

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola
Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Wegeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggingjawaban Bendahara serta
Penyampaiannva;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penvaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan
Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2006 Nomor 02):

Peraturan Daerah  Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah (RJIPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

Peraturan Daerah  Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
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Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomeor 03
Seri D;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Dacrah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah  Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daecrah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D};

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 02 Seri D):

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomeor 43 Seri D3;

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cianjur  Nomor 09 Tahun 2010  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 59 Seri
D});

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGIUNG-
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TAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DAERAL TAHUN ANGGARAN 2009,

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009, terdiri atas :
Pendapatan :
a.  Pendapatan Ashi Daerah Rp  93.628.870.481,48
b, Dana Perimbangan Ep 1.041.234.284.764,00
¢.  Lain-lain Pendapatan yang syvah Rp 188.229.724.970,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.323.092.886.215 48



Belanja

a.  DBelanja Tidak Langsung :

1} Belanja Pegawai Rp 636.811.671.931,00
2)  Belanja Bunga Rp 323.769.489.00
3)  Belanja Subsidi Fp 372.006.500,00
4)  Belanja Hibah Rp  91.501.469.600,00
5)  Belanja Bantuan Sosial Rp  86.755.174.220.00
6)  Belanja Bagi Hasil Rp 724.646.122.00
7)  Belanja Bantuan Keuangan Rp  534.832.120.000,00
8)  Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00

Rp 882.320.857.862.00

b, Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp  31.886.408.500,00
2)  Belanja Barang Jasa Rp 163.039.826.92] 48
3)  Belanja Modal Rp 162.007.786.183.00
Rp 356.934.021.604.48

Jumlah Belanja Fp 1.239.254 879 466,48
Surplus/{Defisit) Rp  83.838.006.749,00

2. Pembiayaan :

a.  Penerimaan Rp  79.130.702.708.00
b.  Pengelvaran Rp  57.194.754.589.00

Jumlah Pembiavaan Neto Rp  21.935948.119.00

Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun

Berkenaan Rp 1035.773.934.868.00
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi angparan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1, dirinci lebih lanjut
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran IT Peraturan Bupati ini,



Pasal 3
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2010

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-
TJETJEP MUCHTAR SOLEH
Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 23 November 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

/,/'”

Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 60.
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Diundangkan o Cianjur

pada langgal 23 November 2010

_PIFSEKRETARIS DAERAH

e

"

NIP-T0571231 188502 1 046

Diletapkan d Ciangur
Fada Tanggal 23 Movember 2010
BUPATI CIANIUE

Capitd

TJETJERP MUCHTAR SOLEH

Haiarmar



Fode Rekerning

Uraian

Jumlah
AR

BHerambah |
[Berkurang) |

Anggaran

Realisasi

iRp) Y

% z i 4 B=4-3 | B
207 2070 20 B SRR 2 BELANIA BARANG DAM 208G 2275 GO0 09 1320 q aclon
=07 dAovOt 200 o B Z 2 Ot Erang Baran Paka Hates 5520000 00 5 50 000 00 alatad RIS
207 2070 20 0 B2 2 01 D1 |Butan aldl s i & Q5000 00 A GaN0G 1108
07 20V 200 01 R 2 2 07 09 Batand dokumerniss (G5 Erbis L G5 Q00 a0 &5 00C 20 1018
20 2070 20 @3 - 2 -2 08 Bargrya. Cetak oliat Prrgiieninm S 00 0 ] i1 0
207 20707 24 o B F R DA .'J."iH-"-‘l' [ R S04 QUL g nu

L]
L]
=

rd
1
=1

2070 20 0 e i b

20701 200 @1 B 2 21

20001 20 G 52 14 Hear
28701 20 G i R

ibniarca Masanan

i Plinaasar

Jumlah Belanga Langsung

— e

oofy | 100

1 EYH TED BAE A0

JUMLAH BELANIA

A 458 166 B9 0D

1479661 556 00

1218 859 101,00 A7 11

4 206 640 001 00

12561 626 690,00 &4 38

SURPLUS { DEFISIT

(3150 582 189 005

12 774 519 287 G0)

ITE.0E3 512,00 N8 D&

Diundangkan i Cianjur
pada langgal 23 Movember 2010
Pli. SEKRETARIS DAERAH

Drs. BAC
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Diletapkan o Cianu

Fada langgal 23 Movember 2010
CHARM LIS

BUFPA

Capiag

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

llatgman, ha4



